BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3 (2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANOAN PERATURAN BUPATI BIDANG
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintaban Desa,

o

1.

perlu adanya Pedoman di Bidang Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa;

bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal
B2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong,;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19533 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat |l di Kallmantan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah
Tingkat [l Tapin dan Daerah Tingkat [l Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di kalimantan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5495),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 1entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang FPembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 686];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Rerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67.37);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomer 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Meraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor G883);
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Peraturan Presiden NMomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor [99],
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden NMomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoer 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor 6],

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomeor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor O7);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomaor
44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
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19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomaor 23);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan
Masyvarakat dan Desa kabupaten Tabalong dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai
dengan Lampiran VII vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini,

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan
dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah
Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai  referensi  penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan
Desa Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tabalong;

b. melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Kementerian,/
Instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Provinsi dan fatan Pemerintah Kabupaten;

¢, mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penvusunan dan
pcmbahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat
Daerah terkait;

d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan
dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupah yang
disusun;

e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil
rapat Tim,

. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA . Segala biaya vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pﬂdﬂ tanggal B 4 ,ﬁiw = i

PARAF HIERARE Fa . PARAF KOOROINLS Hr EUFATE TAB.IHLLDNGT
SEERETARIS DRMASEADA N A SEXGA ]
CARIDMCABAG | (T ASISTEN Uf{\ QuL/
| KAsORSUBEDASUERAT i j | kamiswazan |
—_— HAMIDA MUNAWARAH



1. Ketua DPRD hpaten nng di Tanjung,
2. Inspekiur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ J3 /2025

TANGGAL 3 ,?ulrw a2l

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KETIOA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
SEKKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA

i JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET |
DINAS/ NAMA TIM :
1. | Bupati Tabalong Pengarah |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong r Pengarah 11
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab
4. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketua
Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretaris
6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Anggota
Tabalong
" 7. |Stal Ahli Bupan Bidang Hukum, Politk dan | Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
8, | Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Dacrah Anggota
Kabupaten Tabalong, Suryaningsih, 5.H/
NIP. 19680211 199503 2 005 _ |
9. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Anggota
Desa Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Anggota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Pemenintahan dan Pembangunan | Anggots
Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten | Anggots l
|| Tabalong
13, | Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan Anggota
Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong
14, | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
2 (dua) Orang
| 15. | Staf pada Dinas Pemberdayvaan Masyarakat dan | Anggota
Desa Kabupaten Tabalong
Pi. BUPAT] TABALONG,
[ BARAF HIERARKL PARAF KOORDINASH
SEMRETARIS CINAS/SAOAN | / e |. ‘J—’[a Q‘U {
= ASISTEN |
Irmmmmm:; ) Eﬁl HAMIDA MUNAWARAH
i FASHA LR B[ A ' ‘& EADISMARAN 1 r




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ €5 /2025
TANGGAL 3 g bnymer 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAG! HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

JABATAN DALAM JABATAN DALAM

g [ DINAS / NAMA TIM BEE

1. | Bupati Tabalong Pengarah |
Wakil Bupati Tabalong Pengarah [l

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung

_ N Jawab
" 4. | Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Ketua

Kabupaten Tabalong

5. | Kepala Bagian Hulkum Setda Kabupaten Tabalong Sekretans

6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Anggota
Tabalong

7. | Saf AhRli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong

% | Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Anggota
Tabalong, Suryaningsih, S.H/
NIP. 19680211 199503 2 005 )

0. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggoia
Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Anpgota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ta

I1. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Anggota

_ Manusia pada Bapperida Kabupaten Taha]nng

12. | Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Anggota
Tabalong

13. | Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Anggota
Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretarial Daerah Kabupaten Tabalong

14. | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anggota B
dan Desa Kabupaten Tabalong
< put) Orang —

15. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggota
T{g_'r:'ru paten Tabalong ,

Fi. BUPATI TABALONG,

I — [ FARAF KDORD +--th

P.ﬁFr.#-I HIETRARI
_ . : SEKDA
THRETARIS DINAS/EADA Y j vﬁg &L. {__,./

ABISTEM

I ABIDIKABAG G
h HATIRN SEAN

S SIMASUBIDAL D! ' /( """

HAMIDA MUNAWARAH

>N



LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR [BR.45/ <3 /2025
TANGGAL 3 spebesa’ doas

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN FERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINS]/ KABUPATEN KEPADA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

= JABATAN DALAM [ JABATAN DALAM | L.
DINAS | TIM
1. | Bupati Tabalong | Pengarah |
2. | Wakil Bupati Tabalong n Pengarah 11
3. | Sekretaris Dacrah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. jKtpﬂlﬂ Dinas Pemberdavaan Masga.mﬁat_ dan Desa Ketua
| Kabupaten Tabalong -
5. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretans
6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Anggota
Tabalong
7. |Swaf Ahli Bupati Bidang Hukum, Poliik dan Angpota
Pemenntahan Setda Kabupaten Tabalong
8. | Auditer Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong, Survaningsth, S3.H/
NIP. 19680211 199503 2 005
9. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan Angpota
Desa Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Didang Pembinaan Administrasi Desa pada|  Anggota |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Bidang Pemenntahan dan Pembangunan Anggota
Manusia pada Happerida Kabupaten Tabalong
12, | Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Anggota
, Tabalong
| 13. | Analis Peramran Perundang-undangan  dan ANEgota
I KEancangan Peraturan FPerundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
i Tabalong
| 14, | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Anggota
| Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
2 (dua) Orang
15. | Stal pada Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Anggota
Diosa Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,

‘(}fh«ﬁ[u{/

HAMIDA MUNAWARAH

PARAF RODREINAL

PARMAF HIERA&RFI : 7 SENEIA
T RETARIS DINASEALLN

= &SISTEMN

HARIDKARAS _ Y !ﬁ::-'sf;;n.'u
|
AL A FUEBIRMA SRS —=




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ -3 /2025
TANGGAL 3 ;!g:ﬁnm.f:ﬂﬂﬂf

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKAS] DANA BAGI HASIL PAJAR
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAG! HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN DALAM JABATAN DALAM
e ) DINAS TIM il
1. | Bupati Tabalong Pengarah |
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4, | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketua
Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretaris
6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Ksbupaten Anggota
Tabalong
7. |Stal ARl Bupat Bidang Hukum, Politk dan| Anggota [
Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
8. | Auditor Ahli Madys pada Inspektorat Daerah Anggota |I
Kabupaten Tabalong, Suryvaningsih, S.H/
| NIP. 19680211 199503 2 005 -
0. | Sekretaris Dinas Ft-mhrrclaynan Masjrarakm ~ dan Anggnta
Desa Kabupaten Tabalong th
10. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Anggnta
Dinas Pemberdayaan Masyvarakat dan  Desa
Kabupaten Tabalong
11. | Kepala Eldang Pemerintahan dan Pembangunan Anggota
Manusta pada Bappenda Kabupaten Tabalong
12. | Kepala Bidang Anggaran pada BPFKAD Kabupaten Anggota
Tabalong
13. | Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan Anggota
Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah RKabupalen
Tabalong
' 14. | Analis Kebjjakan pada Dinas Pemberdayaan Anggnta
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
2 |[dua) Orang
15. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyaraleat dan Anggota
Desa Kabupaten Tabalong
Pj. BUPAT! TABALONG,
TANAR bEERARE PARAF KODRDINAS
SENRETARIS DINASIBALIA| | fa | RENDA - U]Q qh {/
| KABIDIKARAG ‘ | asisren |
e 4’-0. | PR \ HAMIDA MUNAWARAH
KasiAsuBEOMAsUREAGLr | HADISEABAN T
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 437 2025
TANGGAL 5 7F&rwary 285

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

JABATAN DALAM [ JABATAN DALAM |

He DINAS / NAMA | TIM Ry
| 1. | Bupati Tabalong Pengarah [
2, | Wakil Bupati Tabalong Pengarah 11
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong _ Penanggung Jawab
4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Ketua
| " | Kabupaten Tabalong B
3. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalang Sekretans
6. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Anggota
| Tabalong . | .
" 7. | Stal Ahl Bupati Bidang Hukum, Politk dan| Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
8. | Auditor Ahli Madya pada Inspekforat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong, Survaningsih, 3.H/
NIP. 19680211 199503 2 005 N
9. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong B -
10. | Kepala Bidang Pembinzan Administrasi Desa pada Anpggnta
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tab
11. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Anggoia
Dinas Pemberdavaan Masvarakal dan Desa Kabupaten |
Tabalong
12. | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Anggota
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten
Tabalong
13. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan inggum
. Manusia pada Bapperida Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Bidang Anggaran pada BPFKAD Kabupaten Anggota
Tabalong
15. | Analis Peraturan Perundang-undangan dan Anggota
Rancangan Peraturan Perundang-undangan  pada
Bagian Hukum Sekretariat  Daerah  Kabupaten
Tabalong
16. | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
2 (dua) orang
17, | Stal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong

- PARAF KOORDINAS]

Pj. BUPATI TABALONG,
PARAF Hikct - O
SERKDR |

SERAETARIS DINASEAD A i

HADIMKATAC G’

BASTRCA SRR

N

==

# VAl M%

el ‘("' HAMIDA MUNAWARAH

2
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LAMPIRAN VI

KREPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18845/ 3 /2024
TANGGAL 2 gowérvme; Zmar

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN TANAH DESA KAS DESA

SEHRETARES DINASEAS A N [ ;‘ SEHDA

JABATAN DALAM JAHATAN DALAM
o~ DINAS TIM iy
1. | Bupat Tabalong Pengarah [
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah []
3. | Sckretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
& Kepala Dinas Pemberdavaan Masvarakat dan Desa Ketua
; Kabupaten Tabalong === :
[ a. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Selretans
| 6. [ Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Anggota
Tabalong
7. | Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong
8. |Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Dacrah Anggota
Kabupaten Tabalong, Survaningsih, 5.H/
|| NIP, 19680211 199503 2 005 =
9. | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong Anggota
10. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong o 1
11. | Kepala Bidang Pembinann Administrasi Desa pada Anggota |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tabalong o
12. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyvarakat Desa pada | Anggota
| Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Kabupaten
Tabalong
13. | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Anggota |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tabalong |
14. | Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Tabalong ~ Anggota |
15. | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Anggota
Rakyal dan Permukiman Kabupaten Tabalong
16. | Analis  Peraturan Perundang-undangan dan Anggota
Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sckretariat  Daerah  Kabupaten
Tabalong S
17. | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Anggota
Masvarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
2 (dua) orang
18. | Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong
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LAMPIRAN V11
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18845/ J3 /2024
=2 ?’t'sw' 2n2

TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

JABATAN DALAM JABATAN DALAM
e DINAS/ NAMA TIM i
1. | Bupati Tabalong Pengarah | |
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah Il '
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyvarakal dan Desa Hetua ]
" | Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong Sekretaris
| 6. |Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten |  Anggota
Tabalong B -
7. | Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Polittk dan Pemenntahan Anggota
Setda Kabupaten Tabalong
B, | Auditor Ahli Madya pada Inspekioral Dasrah Kabupaten Anggola ]
Tabalong, Survaningsih, 5.H/
| NIP. 19680211 199503 2 005
9, | Sekretaris Dinas l‘*‘:mbl:rrlﬂyﬂan Mﬂ'rjr&rﬂ.lmt dan [Desa Anggoia
Kabupaten Tabalong
10. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerash Kabupaten Anggola
Tahalong S
11. | Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi pada BKPSDM Anggota
Kabupaten Tabalong
12. | Aidv Risvawal, S.5TP. . M.Sos Angpota
13. | Kepala Bidang Pembinaan Adminisirasi pada Desa Dinas Anggota
| Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Kabupaten Tabalong .
14. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Angpota
Pemberdayvaan Masvarakat dan Desa Kabupaten Tabalong .
I5. | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Anggota
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
16. | Analis Peraturan F-enmdang—unﬂn.ngan dan Rancangan Anggota
Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Seckretariat Daerah Kabupaten Tabalong
17, | Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anggota
dan Desa Kabupaten Tabsalong
2 [dua) orang
18, | S1al pada Dinas F«emberdajaan Mazsvarakat dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong
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